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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 
Proses Hukum terhadap Tindakan Arogansi Anggota Polri dalam Pengamanan Unjuk Rasa

Pengamanan unjuk rasa merupakan pelayanan publik yang menggunakan kewenangan negara dan bersentuhan langsung dengan kebebasan menyampaikan pendapat. Karena itu, ucapan serta tindakan petugas dapat diuji melalui hukum kepolisian, disiplin, dan kode etik profesi. Pemeriksaan harus memastikan apakah perilaku anggota masih sejalan dengan tujuan pengamanan, yaitu melindungi peserta aksi, menjaga ketertiban, dan mencegah eskalasi konflik. Kerangka ini menempatkan penanganan internal sebagai mekanisme akuntabilitas yang harus melindungi masyarakat sekaligus menjamin pemeriksaan yang adil terhadap anggota.

Surya Darma, S.H. menjelaskan bahwa informasi mengenai perilaku anggota harus dipilah antara ketegasan yang sah, kesalahan komunikasi, pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan indikasi tindak pidana. Pemilahan dilakukan melalui pengaduan, kronologi, surat perintah, posisi anggota, rekaman, saksi, serta akibat. Pemeriksa tidak boleh menyimpulkan arogansi hanya dari persepsi, tetapi juga tidak boleh mengabaikan rasa terintimidasi yang didukung konteks dan bukti.

Tahap awal proses hukum adalah penerimaan laporan atau pengaduan. Pengaduan harus dicatat secara jelas mengenai siapa pelapor, siapa anggota yang diadukan, kapan dan di mana peristiwa berlangsung, tindakan atau ucapan apa yang dipersoalkan, serta bukti awal yang tersedia. Pencatatan yang lengkap mencegah perubahan fokus perkara dan memberi batas bagi pemeriksa dalam mengembangkan fakta. Dalam perkara pengamanan unjuk rasa, pengaduan juga perlu memuat situasi massa, posisi petugas, perintah lapangan, dan tindakan peserta aksi, karena konteks tersebut menentukan apakah ucapan tertentu merupakan respons operasional yang wajar atau bentuk perilaku yang melampaui kepatutan.

Menurut Surya Darma, S.H., pengaduan masyarakat tidak boleh ditolak hanya karena menyangkut ucapan dan tidak menimbulkan luka fisik. Ucapan anggota pada saat bertugas tetap dapat memengaruhi rasa aman, martabat, dan kepercayaan masyarakat. Namun pemeriksa perlu meminta pelapor menjelaskan kata-kata yang didengar, siapa yang berada di sekitar lokasi, bagaimana nada dan gestur petugas, serta apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Pengaduan yang rinci membantu fungsi Propam menentukan langkah awal, termasuk klarifikasi, pengumpulan rekaman, dan pemanggilan saksi. Dengan demikian, kualitas laporan awal sangat menentukan ketepatan seluruh rangkaian pemeriksaan berikutnya.

Setelah pengaduan diterima, perkara harus diregistrasi dan ditentukan pejabat atau satuan yang berwenang menangani. Penentuan kewenangan penting karena anggota yang diadukan dapat bertugas pada kesatuan tertentu, sedangkan peristiwa terjadi di wilayah atau kegiatan yang melibatkan satuan lain. Kekeliruan menentukan kewenangan dapat memperlambat penanganan, menimbulkan pengulangan pemeriksaan, dan memengaruhi kepercayaan pelapor. Dalam mekanisme profesi dan pengamanan, penanganan harus memperhatikan tingkat kepangkatan terduga pelanggar, lokasi peristiwa, karakter pelanggaran, serta kebutuhan koordinasi dengan fungsi pengawasan, hukum, dan sumber daya manusia.

Surya Darma, S.H. menerangkan bahwa sejak awal harus dipastikan apakah informasi cukup ditangani sebagai disiplin, perlu audit investigasi untuk dugaan pelanggaran kode etik, atau mengandung indikasi pidana yang harus diteruskan kepada fungsi reserse. Penentuan awal belum merupakan putusan tentang bersalah atau tidak, tetapi berfungsi memilih jalur pemeriksaan yang tepat. Dalam kasus Polda Sumut, keberadaan berita acara interogasi untuk klarifikasi menunjukkan bahwa proses dimulai dengan pendalaman fakta, bukan langsung dengan penjatuhan sanksi. Cara ini menjaga asas praduga tidak bersalah dan memberi ruang bagi semua pihak untuk menjelaskan peristiwa secara utuh.

Klarifikasi awal bertujuan menguji apakah pengaduan memiliki dasar faktual yang cukup untuk ditingkatkan. Pada tahap ini pemeriksa dapat meminta penjelasan dari pelapor, anggota yang diadukan, atasan lapangan, koordinator aksi, atau saksi yang berada di sekitar tempat kejadian. Pertanyaan diarahkan pada waktu, lokasi, pembagian tugas, kata-kata yang digunakan, nada komunikasi, jarak antara pihak, situasi kerumunan, dan respons setelah ucapan disampaikan. Klarifikasi yang baik tidak bersifat menjerat, tetapi berupaya memperoleh titik temu dan perbedaan antarketerangan sebagai dasar menentukan kebutuhan bukti tambahan.

Narasumber menjelaskan bahwa anggota yang diklarifikasi harus diberi kesempatan menyampaikan konteks kedinasan, termasuk alasan membuka akses gerbang, perintah atasan, potensi gangguan, dan tindakan massa yang dianggap menghambat. Pada saat yang sama, konteks tidak boleh otomatis dijadikan pembenaran bagi ucapan yang merendahkan atau menonjolkan kekuasaan. Pemeriksa perlu membedakan alasan operasional dengan cara penyampaian. Menurut Surya Darma, S.H., seorang anggota dapat memiliki tujuan pengamanan yang sah, tetapi tetap menggunakan bahasa yang tidak patut. Pembedaan tersebut menjadi kunci agar pemeriksaan tidak menyederhanakan perkara menjadi benar atau salah secara mutlak.

Apabila informasi awal menunjukkan dugaan pelanggaran kode etik, audit investigasi dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis bukti yang berhubungan dengan peristiwa. Bukti dapat berupa surat perintah pengamanan, rencana pengamanan, daftar personel, laporan pelaksanaan tugas, dokumentasi foto, video, rekaman suara, komunikasi radio, serta keterangan pihak yang melihat atau mendengar secara langsung. Kekuatan bukti tidak dinilai secara terpisah, melainkan melalui persesuaian. Rekaman tanpa konteks dapat menyesatkan, sedangkan keterangan tanpa dukungan objek perlu diuji konsistensinya.

Surya Darma, S.H. menyatakan bahwa pemeriksa harus bergerak cepat karena rekaman telepon genggam dapat terhapus, unggahan media sosial dapat diedit, dan ingatan saksi dapat berubah. Apabila terdapat banyak video dari sudut berbeda, semuanya perlu dibandingkan untuk mengetahui urutan peristiwa. Pemeriksa juga harus menjaga keaslian file dan mencatat pihak yang menyerahkannya. Dalam perkara dugaan ucapan arogan, kualitas suara, jarak perekaman, dan kemungkinan potongan video sangat menentukan. Langkah teknis tersebut membuat kesimpulan tidak bergantung hanya pada popularitas suatu narasi, melainkan pada bukti yang dapat diuji.

Surat perintah pengamanan merupakan dokumen penting karena menunjukkan bahwa anggota hadir dalam kapasitas kedinasan, menjelaskan struktur komando, lokasi tugas, dan tanggung jawab yang diberikan. Posisi sebagai kepala pengamanan objek, negosiator, pengendali massa, atau petugas pengamanan biasa memiliki standar tindakan yang berbeda. Seorang pejabat lapangan dituntut memiliki pengendalian diri lebih tinggi karena ucapannya dapat dipersepsikan sebagai sikap resmi institusi. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap dugaan arogansi harus menghubungkan perilaku anggota dengan fungsi yang sedang dijalankannya ketika peristiwa terjadi.

Dalam wawancara, Surya Darma, S.H. menekankan bahwa status anggota sebagai pejabat pengamanan tidak memperluas hak untuk berbicara secara merendahkan. Sebaliknya, tanggung jawab jabatan memperbesar kewajiban memberi contoh, mengarahkan bawahan, dan menjaga komunikasi. Berita acara klarifikasi dalam studi kasus menyebutkan bahwa anggota yang diperiksa bertugas sebagai Ka. PAM Objek berdasarkan surat perintah. Fakta ini perlu dianalisis bersama tindakan sebelum dan sesudah ucapan yang dipersoalkan. Apabila ucapan digunakan untuk menyelesaikan hambatan operasional, pemeriksa tetap harus menilai apakah cara tersebut profesional, proporsional, dan prosedural.

Pemeriksaan pelapor dan saksi harus menggali pengalaman faktual, bukan sekadar penilaian bahwa anggota bersikap arogan. Saksi perlu diminta menyebutkan kata-kata yang didengar, posisi tubuh, nada, volume suara, arah pandangan, serta reaksi pihak lain. Pertanyaan juga perlu menguji apakah saksi mengenal anggota sebelumnya, memiliki kepentingan dalam aksi, atau memperoleh informasi dari orang lain. Keterangan yang bersumber dari pengalaman langsung memiliki bobot berbeda dari cerita yang diteruskan. Pemeriksa harus mencatat perbedaan tanpa memaksa semua saksi memberikan versi yang sama.

Menurut Surya Darma, S.H., saksi dari pihak pengunjuk rasa dan saksi dari pihak kepolisian sama-sama penting. Keterangan internal tidak boleh dianggap lebih benar hanya karena berasal dari anggota, sedangkan keterangan peserta aksi tidak boleh dianggap bias hanya karena menjadi pihak yang mengadu. Pemeriksa perlu mencari bagian yang konsisten di antara versi yang berbeda. Dalam kasus ucapan yang menyebut identitas suku atau hubungan dengan pejabat tertentu, saksi dapat menjelaskan apakah ucapan tersebut disampaikan sebagai candaan, upaya mengenalkan diri, peringatan, atau tekanan. Konteks semacam itu menentukan kualitas etik perbuatan.

Terduga pelanggar berhak mengetahui pokok dugaan, memberikan keterangan, mengajukan bukti, dan menjelaskan konteks tugas. Pemeriksaan harus dilakukan tanpa tekanan dan dituangkan secara cermat agar jawaban tidak berubah makna. Pertanyaan yang baik bergerak dari kronologi umum menuju bagian khusus yang dipersoalkan, kemudian menguji alasan, tujuan, serta kesadaran anggota terhadap dampak ucapannya. Pemeriksa juga perlu menanyakan apakah terdapat upaya meminta maaf, meluruskan, atau meredakan situasi setelah interaksi berlangsung. Sikap pascaperistiwa dapat menjadi faktor dalam menilai tanggung jawab, walaupun tidak menghapus perbuatan.

Surya Darma, S.H. menjelaskan bahwa pengakuan bukan satu-satunya dasar. Anggota dapat mengakui mengucapkan kalimat tertentu tetapi membantah maksud intimidatif; sebaliknya, anggota dapat membantah sementara rekaman dan saksi menunjukkan hal lain. Karena itu, pemeriksa menguji kesesuaian keterangan dengan bukti. Dalam studi kasus, berita acara interogasi menjadi sarana untuk memperoleh versi anggota mengenai alasan ucapan, posisi massa, dan kebutuhan membuka akses. Keterangan tersebut harus diletakkan berdampingan dengan pengalaman peserta aksi agar penilaian tidak hanya didasarkan pada sudut pandang pemegang kewenangan.

Bukti elektronik sering menjadi penentu dalam perkara perilaku aparat di ruang publik. Video dapat memperlihatkan urutan, intonasi, gestur, jarak, serta respons massa yang tidak seluruhnya tertangkap oleh keterangan tertulis. Namun video juga dapat dipotong, diberi narasi, atau direkam setelah peristiwa penting berlangsung. Pemeriksa harus memastikan sumber file, waktu pembuatan, metadata bila tersedia, dan kesinambungan rekaman. Bukti elektronik sebaiknya tidak hanya diputar untuk mencari satu kalimat, tetapi dianalisis sejak sebelum interaksi sampai keadaan kembali terkendali.

Narasumber menyampaikan bahwa autentikasi sederhana dapat dilakukan dengan membandingkan file asli dari perangkat, meminta keterangan perekam, dan mencocokkan objek dalam video dengan lokasi. Apabila hanya tersedia unggahan media sosial, pemeriksa perlu mencari salinan asli dan saksi pendukung. Dalam dugaan arogansi verbal, kualitas audio harus dinilai hati-hati karena suara massa dapat menutupi kata atau mengubah persepsi nada. Surya Darma, S.H. menekankan bahwa teknologi membantu objektivitas, tetapi tetap memerlukan analisis manusia yang memahami prosedur pengamanan dan konteks interaksi.

Setelah fakta terkumpul, pemeriksa memetakan perilaku terhadap kewajiban dan larangan yang relevan. Ukuran utamanya meliputi profesionalitas, proporsionalitas, proseduralitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesopanan, tanggung jawab, serta kewajiban menjaga citra dan kehormatan Polri. Analisis tidak cukup menyebut pasal, tetapi harus menjelaskan hubungan antara fakta dengan unsur. Apabila dugaan berupa ucapan yang menonjolkan jabatan atau identitas kelompok, pemeriksa perlu menerangkan mengapa ucapan itu dapat merendahkan, mengintimidasi, menunjukkan ketidaknetralan, atau mengganggu tujuan pengamanan.

Surya Darma, S.H. menjelaskan bahwa label “arogan” bukan istilah yang berdiri sendiri dalam setiap pasal. Pemeriksa harus menerjemahkannya menjadi perilaku konkret: tidak sopan, tidak profesional, menyalahgunakan posisi, tidak menghargai masyarakat, atau menurunkan kehormatan institusi. Cara tersebut mencegah keputusan didasarkan pada istilah populer yang kabur. Dalam kasus Polda Sumut, kalimat yang dipersoalkan harus diuji berdasarkan siapa yang mengucapkan, kepada siapa, dalam keadaan apa, untuk tujuan apa, dan dampak apa yang muncul. Baru setelah itu dapat ditentukan norma etik atau disiplin yang berkaitan.

Gelar perkara pada tahap pemeriksaan pendahuluan berfungsi mempertemukan fakta, bukti, pendapat hukum, dan pertimbangan dari fungsi terkait. Forum ini menentukan apakah dugaan dapat ditingkatkan ke pemeriksaan, termasuk kategori ringan, sedang, atau berat. Gelar tidak boleh menjadi formalitas yang hanya mengesahkan kesimpulan pemeriksa. Peserta perlu menguji kekuatan bukti, perbedaan keterangan, relevansi pasal, serta kemungkinan adanya jalur disiplin atau pidana. Hasilnya harus dituangkan secara tertulis agar alasan keputusan dapat ditelusuri.

Menurut narasumber, perkara yang mendapat perhatian publik memerlukan kehati-hatian lebih tinggi, tetapi perhatian publik tidak boleh menggantikan bukti. Surya Darma, S.H. menilai bahwa gelar perlu membahas apakah ucapan dilakukan karena emosi sesaat, dengan sengaja untuk menekan, atau terkait kepentingan tertentu. Dampak terhadap masyarakat dan institusi juga menjadi ukuran kategori. Apabila bukti belum cukup, rekomendasi dapat berupa pendalaman, bukan pemaksaan perkara. Sebaliknya, bukti yang jelas tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku memiliki jabatan atau hubungan kedinasan tertentu.

Peraturan kode etik membedakan pelanggaran ringan, sedang, dan berat berdasarkan bentuk kesalahan, kepentingan pribadi, dampak, perhatian publik, serta kaitan dengan tindak pidana. Klasifikasi ini penting karena menentukan acara pemeriksaan dan jenis sanksi yang mungkin dijatuhkan. Tindakan verbal yang tidak menimbulkan kekerasan tidak otomatis ringan; ucapan yang diskriminatif, dilakukan secara sengaja, dan menimbulkan dampak luas dapat memiliki bobot lebih tinggi. Sebaliknya, kekeliruan spontan yang segera diperbaiki dan tidak menimbulkan dampak berarti dapat dinilai berbeda.

Surya Darma, S.H. menyampaikan bahwa pemeriksa harus menghindari klasifikasi berdasarkan pangkat atau tekanan publik. Yang dinilai adalah perbuatan, kesalahan, akibat, dan sikap setelah kejadian. Dalam perkara pengamanan unjuk rasa, faktor pemberat dapat berupa posisi sebagai pengendali, penggunaan identitas suku, penyebutan kedekatan dengan pejabat untuk menekan, atau dampak yang memperkeruh massa. Faktor meringankan dapat berupa situasi sangat tegang, provokasi nyata, pengakuan, permintaan maaf, dan tidak adanya pengulangan. Semua pertimbangan harus dinyatakan secara terbuka dalam berkas.

Proses internal yang akuntabel harus menjamin hak terduga pelanggar. Anggota perlu memperoleh informasi tentang persangkaan, kesempatan memeriksa bukti yang dapat diakses, hak memberikan penjelasan, menghadirkan saksi, serta memperoleh pendampingan sesuai ketentuan. Jaminan ini tidak melemahkan penegakan etik, melainkan meningkatkan legitimasi hasil. Keputusan yang dijatuhkan tanpa memberi kesempatan pembelaan berisiko dianggap sewenang-wenang dan sulit diterima oleh anggota maupun masyarakat. Prinsip due process tetap relevan meskipun forum yang digunakan adalah mekanisme internal kepolisian.

Dalam wawancara, Surya Darma, S.H. menyatakan bahwa pemeriksa harus membedakan ketegasan bertanya dengan tekanan. Jawaban anggota dapat dikonfirmasi melalui dokumen dan saksi, tetapi tidak boleh diarahkan agar sesuai dengan dugaan awal. Pendamping juga berfungsi memastikan hak anggota, menyusun pembelaan, dan membantu forum melihat konteks yang mungkin terlewat. Pada saat yang sama, pendampingan tidak boleh digunakan untuk menghambat pemeriksaan atau memengaruhi saksi. Keseimbangan tersebut membuat proses lebih adil dan hasilnya lebih tahan terhadap keberatan atau banding.

Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan menyatakan terdapat dugaan pelanggaran kode etik, perkara dapat diajukan ke Sidang Komisi Kode Etik Polri. Sidang memeriksa persangkaan, mendengar keterangan terduga pelanggar, saksi, ahli bila diperlukan, serta menilai barang bukti. Komisi harus membedakan fakta yang terbukti dari opini. Dalam perkara arogansi, pembuktian tidak hanya menilai apakah kalimat diucapkan, tetapi juga apakah cara, tujuan, dan konteksnya melanggar kewajiban profesional. Putusan harus menguraikan pertimbangan sehingga masyarakat dan anggota memahami dasar penilaian.

Surya Darma, S.H. menjelaskan bahwa forum etik dapat menilai perilaku yang belum tentu memenuhi unsur pidana. Hal ini penting karena standar profesi kepolisian lebih tinggi daripada standar minimal tidak melakukan kejahatan. Seorang anggota mungkin tidak mengancam secara pidana, tetapi tetap berbicara dengan cara yang merendahkan dan merusak kepercayaan publik. Dalam sidang, perbedaan tersebut harus dijelaskan agar sanksi tidak tampak sebagai kriminalisasi ucapan atau, sebaliknya, pembiaran tindakan tidak profesional. Bukti dan pertimbangan proporsional menjadi dasar utama.

Putusan harus menyatakan apakah perbuatan terbukti, norma yang dilanggar, kategori pelanggaran, serta sanksi yang dijatuhkan. Putusan yang baik juga memuat keadaan memberatkan dan meringankan, sehingga hubungan antara fakta dan sanksi terlihat jelas. Setelah putusan, mekanisme banding atau upaya lain perlu diberitahukan kepada pihak yang berhak. Pelaksanaan sanksi harus dipantau dan dicatat, karena putusan yang tidak dilaksanakan akan melemahkan disiplin dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan institusi mengoreksi anggotanya.

Menurut Surya Darma, S.H., keterbukaan tidak selalu berarti seluruh berkas diumumkan karena terdapat data pribadi dan kepentingan dinas. Namun pelapor sepatutnya mendapat informasi mengenai perkembangan dan hasil sesuai ketentuan. Jika sanksi mencakup permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan, pelaksanaannya harus sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas. Narasumber juga menekankan bahwa putusan etik harus diikuti evaluasi pengamanan unjuk rasa, terutama pola komunikasi dan pengendalian anggota. Dengan demikian, penyelesaian perkara menghasilkan pemulihan, pembelajaran, dan pencegahan.

Proses hukum terhadap dugaan arogansi menghadapi kendala karena objeknya sering berupa percakapan singkat di tengah kerumunan. Suara bising, posisi saksi yang berbeda, rekaman terpotong, dan kepentingan masing-masing pihak dapat menghasilkan versi yang tidak sama. Kendala lain adalah kecenderungan menyamakan ketegasan dengan arogansi atau menggunakan alasan situasi tegang untuk membenarkan semua ucapan aparat. Pemeriksa perlu menjaga jarak dari kedua ekstrem tersebut dengan menguji bukti, konteks, tujuan, dan dampak secara seimbang.

Surya Darma, S.H. menambahkan bahwa solidaritas korps dapat menjadi hambatan apabila dipahami sebagai kewajiban melindungi rekan tanpa menguji fakta. Di sisi lain, tekanan media dapat mendorong kesimpulan terlalu cepat. Pemeriksa harus tetap independen, menjaga kerahasiaan yang diperlukan, dan menghindari komunikasi yang membentuk opini sebelum proses selesai. Keterbatasan saksi netral juga dapat diatasi dengan rekaman, surat perintah, laporan lapangan, dan persesuaian detail. Profesionalitas pemeriksa menjadi jaminan utama agar hasil tidak dipengaruhi kedekatan maupun tekanan eksternal.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, proses hukum terhadap tindakan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa dilakukan melalui penerimaan dan registrasi pengaduan, klarifikasi awal, audit investigasi, pengumpulan bukti, pemeriksaan pelapor, saksi, serta terduga pelanggar, analisis unsur, gelar perkara, pemeriksaan pendahuluan, dan apabila bukti mencukupi dilanjutkan ke Sidang Komisi Kode Etik Polri. Jalur disiplin, etik, atau pidana ditentukan berdasarkan karakter perbuatan dan bukti, bukan semata-mata istilah arogansi atau tekanan publik.

Proses tersebut harus menjamin hak masyarakat untuk mengadu sekaligus hak anggota untuk membela diri. Surat perintah, posisi jabatan, rekaman, keterangan saksi, konteks komunikasi, dan dampak terhadap situasi aksi menjadi bahan penilaian yang saling melengkapi. Putusan harus berbasis fakta, menyebut norma yang dilanggar, menjelaskan kategori pelanggaran, serta menerapkan sanksi secara proporsional. Dengan pola ini, mekanisme internal berfungsi sebagai sarana akuntabilitas yang menjaga profesionalitas Polri dan perlindungan hak warga negara.

B. 
Bentuk Tindakan Arogansi Anggota Polri dalam Pengamanan Unjuk Rasa pada Studi Kasus Polda Sumut

Ketegasan merupakan bagian sah dari tugas kepolisian selama diarahkan pada tujuan hukum, dilakukan dalam lingkup kewenangan, serta menggunakan cara yang proporsional. Arogansi muncul ketika kewenangan berubah menjadi sarana menunjukkan superioritas, merendahkan, mengintimidasi, atau menutup ruang komunikasi tanpa kebutuhan operasional yang jelas. Perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada keras atau lembutnya suara, tetapi pada tujuan, isi, konteks, dan dampak. Petugas dapat berbicara tegas tanpa menghina, sedangkan bahasa yang tenang pun dapat arogan apabila mengandung ancaman terselubung atau penyalahgunaan status.

Surya Darma, S.H. menjelaskan bahwa pemeriksa menilai apakah kata-kata petugas berkaitan dengan perintah pengamanan yang sah, seperti membuka akses, menjaga jarak, atau menghentikan tindakan berbahaya. Jika isi ucapan justru menonjolkan siapa dirinya, kedekatan dengan pejabat, atau identitas kelompok untuk memperoleh kepatuhan, maka hubungan dengan tujuan pengamanan menjadi lemah. Menurut narasumber, kalimat harus dianalisis bersama intonasi, gestur, respons massa, dan pilihan alternatif yang tersedia. Ukuran ini membuat penilaian lebih objektif daripada sekadar menyebut suara keras sebagai arogansi.

Arogansi verbal meliputi kata-kata yang merendahkan, membentak, mempermalukan, mengancam, atau memperlihatkan kesombongan jabatan. Dalam pengamanan unjuk rasa, bentuk verbal sangat berpengaruh karena komunikasi merupakan alat utama untuk meredakan ketegangan. Satu kalimat yang tidak terukur dapat mengubah persepsi massa dari melihat polisi sebagai pelindung menjadi pihak yang menekan. Oleh sebab itu, anggota dituntut menyampaikan perintah secara jelas, sopan, dan berorientasi pada tindakan yang harus dilakukan, bukan pada penilaian terhadap harga diri atau identitas peserta aksi.

Dalam studi kasus, dugaan ucapan “kau tanyak sama ketua satgas Armed Simbolon siapa aku” perlu diuji sebagai kemungkinan penonjolan status atau relasi kekuasaan. Surya Darma, S.H. menerangkan bahwa penyebutan nama pejabat tidak otomatis melanggar, tetapi menjadi problematis apabila dimaksudkan agar pihak lain takut atau tunduk bukan karena perintah yang sah, melainkan karena kedekatan pribadi. Pemeriksa harus menilai alasan penyebutan, nada, serta reaksi orang yang dituju. Analisis demikian menghindari kesimpulan yang hanya bertumpu pada potongan kalimat.

Penonjolan jabatan menjadi bentuk arogansi apabila anggota menggunakan pangkat, posisi, atau jaringan personal untuk menegaskan bahwa dirinya berada di atas aturan dan tidak dapat dipersoalkan. Kepolisian memperoleh kewenangan dari hukum, bukan dari kepribadian atau hubungan dengan pejabat tertentu. Karena itu, perintah lapangan seharusnya dijelaskan berdasarkan kebutuhan keamanan, bukan dengan menunjukkan siapa yang lebih berkuasa. Perilaku semacam ini berpotensi mengaburkan batas antara kewenangan institusional dan kepentingan pribadi serta menurunkan kredibilitas perintah yang sebenarnya sah.

Surya Darma, S.H. menyatakan bahwa pejabat pengamanan justru harus paling berhati-hati menggunakan simbol jabatan. Massa akan membaca perkataan kepala pengamanan sebagai cerminan sikap institusi. Jika posisi digunakan untuk merendahkan atau menantang peserta aksi, dampaknya tidak berhenti pada hubungan antarindividu, tetapi dapat memicu penolakan terhadap seluruh petugas. Pemeriksa perlu melihat apakah ucapan diikuti ancaman tindakan, penghalangan hak, atau tekanan lain. Semakin kuat kaitan antara status jabatan dan intimidasi, semakin besar relevansinya terhadap pelanggaran etik dan disiplin.

Penyebutan identitas suku dalam pengamanan unjuk rasa merupakan isu sensitif karena polisi wajib bersikap netral dan menghormati keberagaman. Identitas dapat disebut dalam percakapan biasa tanpa maksud diskriminatif, tetapi dapat menjadi arogan apabila digunakan untuk membentuk kubu “kami” dan “kalian”, menunjukkan dominasi, atau menekan kelompok tertentu. Dalam situasi massa yang tegang, bahasa berbasis identitas juga berisiko memperluas konflik dari persoalan tuntutan aksi menjadi pertentangan kelompok. Oleh karena itu, standar kehati-hatian komunikasi aparat harus lebih tinggi daripada percakapan pribadi.

Dugaan ucapan “kalian orang Batak, kami orang Batak” dalam dokumen klarifikasi perlu dilihat dari maksud, intonasi, dan konteks. Surya Darma, S.H. menjelaskan bahwa ucapan itu dapat dimaksudkan membangun kedekatan, tetapi dapat pula dipersepsikan sebagai tekanan atau pengelompokan. Pemeriksa harus mencari keterangan dari orang yang mendengar dan melihat akibat langsungnya. Bila peserta aksi merasa identitas dipakai untuk menguasai percakapan atau mempermalukan, unsur ketidakpatutan semakin kuat. Namun penilaian akhir tetap harus didasarkan pada keseluruhan bukti, bukan asumsi atas satu frasa.

Intimidasi verbal tidak selalu berbentuk ancaman eksplisit. Nada menantang, pertanyaan retoris yang menonjolkan kuasa, atau kalimat yang menyiratkan konsekuensi personal dapat menciptakan tekanan. Dalam pengamanan unjuk rasa, peserta aksi berada dalam posisi berhadapan dengan aparat berseragam yang memiliki alat dan kewenangan. Ketimpangan posisi ini membuat ucapan aparat memiliki daya tekan lebih besar. Karena itu, pemeriksa harus menilai dampak wajar ucapan terhadap orang yang menerima, sekaligus mempertimbangkan apakah petugas memiliki alternatif komunikasi yang lebih profesional.

Menurut Surya Darma, S.H., ukuran intimidasi dapat dilihat dari perubahan perilaku pihak yang dituju, reaksi massa, upaya petugas lain menenangkan, serta rangkaian ucapan sebelum dan sesudahnya. Jika ucapan membuat dialog berhenti dan situasi memanas, hal itu menunjukkan kegagalan komunikasi, meskipun belum otomatis membuktikan pelanggaran berat. Narasumber menekankan bahwa penilaian harus objektif: tidak semua rasa takut berasal dari kesalahan petugas, tetapi aparat juga tidak dapat mengabaikan dampak ucapannya dengan alasan tidak bermaksud mengancam. Profesionalitas menuntut kesadaran atas posisi kuasa.

Arogansi nonverbal tampak melalui gestur menunjuk wajah, mendekat secara agresif, mendorong tanpa alasan, tersenyum meremehkan, atau memamerkan perlengkapan untuk menekan. Gerak tubuh harus dibaca bersama situasi. Petugas dapat mendekat untuk memastikan komunikasi terdengar, tetapi jarak yang terlalu dekat disertai bentakan dapat dianggap intimidatif. Demikian pula, isyarat tangan untuk mengatur massa berbeda dari gestur yang mempermalukan. Bukti video sangat membantu karena penilaian nonverbal sulit dijelaskan hanya melalui transkrip kata.

Surya Darma, S.H. menyampaikan bahwa pemeriksa sebaiknya meminta saksi mendeskripsikan gerak konkret, bukan hanya mengatakan “tatapannya arogan”. Posisi tubuh, jarak, gerakan tangan, kontak fisik, dan respons petugas lain dapat dikonfirmasi. Dalam kasus yang berfokus pada ucapan, gestur tetap relevan untuk menilai makna. Kalimat yang sama dapat terdengar sebagai ajakan berdamai atau tantangan tergantung cara disampaikan. Oleh sebab itu, analisis perilaku tidak boleh memisahkan kata dari ekspresi dan keadaan di sekelilingnya.

Pengaturan akses keluar masuk objek merupakan bagian sah dari pengamanan. Namun tindakan tersebut dapat dinilai arogan apabila petugas menggunakan kewenangan tanpa menjelaskan alasan, memperlakukan peserta aksi secara kasar, atau memaksakan kehendak yang tidak sebanding dengan risiko. Sebaliknya, peserta aksi juga memiliki kewajiban menjaga ketertiban dan tidak menghalangi kepentingan umum secara tidak sah. Analisis harus melihat apakah hambatan gerbang benar-benar mengganggu fungsi kepolisian, apakah sudah dilakukan komunikasi, dan apakah tindakan petugas merupakan pilihan paling ringan yang efektif.

Dalam dokumen klarifikasi, interaksi terjadi ketika akses gerbang dinilai terhalang. Surya Darma, S.H. menjelaskan bahwa kebutuhan membuka akses dapat membenarkan perintah untuk bergeser, tetapi tidak membenarkan ucapan yang merendahkan. Pemeriksa harus memisahkan substansi perintah dari gaya penyampaian. Apabila peserta aksi menolak, petugas dapat menggunakan tahapan komunikasi, negosiasi, peringatan, dan tindakan terukur. Penggunaan identitas atau kedekatan jabatan bukan bagian dari tahapan tersebut. Pembedaan ini menunjukkan bahwa tujuan yang sah tidak otomatis membuat seluruh cara menjadi sah.

Arogansi dapat memiliki dimensi diskriminatif apabila aparat memperlakukan orang berbeda berdasarkan suku, kelompok, status sosial, atau pandangan. Polisi wajib menjaga netralitas dan tidak membangun kesan bahwa kelompok tertentu lebih dekat atau lebih rendah. Dalam aksi yang membawa identitas organisasi, ucapan aparat yang mengulang identitas dapat ditafsirkan bermacam-macam; karena itu, konteks dan perlakuan nyata menjadi penting. Apabila identitas digunakan untuk meremehkan atau mengancam, perbuatan bertentangan dengan kewajiban menghormati hak asasi dan keberagaman.

Surya Darma, S.H. menegaskan bahwa pemeriksaan perlu menanyakan apakah pihak lain dengan situasi serupa diperlakukan berbeda, apakah ucapan memicu sentimen kelompok, dan apakah anggota menyadari sensitivitasnya. Tidak setiap penyebutan suku merupakan diskriminasi, namun anggota seharusnya menghindari bahasa yang membuka tafsir keberpihakan. Dalam pengamanan, komunikasi yang paling aman adalah merujuk pada aturan, kebutuhan akses, batas waktu, dan tindakan konkret. Bahasa yang netral mengurangi risiko salah paham dan membantu menjaga legitimasi aparat di hadapan seluruh peserta aksi.

Pengamanan unjuk rasa menempatkan komunikasi persuasif sebagai pilihan awal. Petugas perlu memperkenalkan diri, menyampaikan alasan, mendengar tuntutan, dan mencari solusi yang tidak mengurangi hak aksi maupun keamanan objek. Arogansi sering muncul ketika proses komunikasi dipersingkat dan diganti dengan perintah personal. Kegagalan persuasif tidak selalu berarti pelanggaran, sebab keadaan tertentu memerlukan tindakan cepat, tetapi pemeriksa harus menilai apakah keadaan memang mendesak dan apakah cara yang dipilih masih sebanding dengan ancaman.

Narasumber menjelaskan bahwa pejabat pengamanan seharusnya menggunakan jalur koordinator aksi atau negosiator sebelum berdebat langsung dengan banyak peserta. Surya Darma, S.H. menilai bahwa perdebatan personal membuka ruang emosi dan ucapan tidak terkontrol. Jika akses harus segera dibuka, petugas dapat menjelaskan kebutuhan dan memberi waktu wajar. Dokumentasi komunikasi juga membantu membuktikan bahwa langkah persuasif telah ditempuh. Dengan demikian, profesionalitas tidak hanya diukur dari hasil massa bergeser, tetapi juga dari proses yang meminimalkan penghinaan, ketakutan, dan konflik.

Pengendalian emosi merupakan bagian inti profesionalitas anggota Polri. Massa dapat menyampaikan kritik keras, meneriakkan slogan, atau memprovokasi, tetapi aparat memiliki pelatihan dan kewenangan sehingga dituntut memberi respons lebih terukur. Emosi manusiawi dapat dipahami, namun tidak dapat dijadikan pembenaran untuk merendahkan atau menantang masyarakat. Faktor kelelahan, panas, tekanan, dan lamanya pengamanan dapat dipertimbangkan sebagai konteks, tetapi kewajiban pengendalian tetap melekat. Atasan perlu melakukan rotasi dan pengawasan agar kondisi personel tidak berkembang menjadi perilaku menyimpang.

Surya Darma, S.H. menyampaikan bahwa pemeriksa biasanya menilai apa yang memicu ucapan dan apakah anggota pernah diperingatkan oleh rekan atau atasan. Apabila perbuatan merupakan respons sesaat dan segera dihentikan, bobotnya berbeda dari perilaku berulang. Namun posisi sebagai pejabat lapangan dapat menjadi faktor pemberat karena seharusnya mampu mengendalikan diri dan bawahan. Narasumber juga menekankan pentingnya pembinaan komunikasi konflik, sebab banyak persoalan etik bermula dari kata-kata yang sebenarnya dapat dihindari tanpa mengurangi efektivitas pengamanan.

Kepala pengamanan objek memiliki tanggung jawab mengoordinasikan personel, menjaga objek, memastikan akses penting, dan mengendalikan respons terhadap perkembangan massa. Peran ini menuntut keteladanan karena bawahan cenderung mengikuti cara pimpinan berkomunikasi. Apabila kepala pengamanan menggunakan bahasa arogan, risiko penyebaran perilaku serupa meningkat dan peserta aksi dapat menganggapnya sebagai kebijakan kesatuan. Sebaliknya, pimpinan yang tenang dapat menurunkan ketegangan dan memberi ruang negosiasi. Oleh sebab itu, penilaian terhadap pejabat lapangan memperhitungkan standar tanggung jawab yang lebih tinggi.

Dalam studi kasus, posisi anggota sebagai Ka. PAM Objek menjadi fakta penting. Surya Darma, S.H. menjelaskan bahwa pemeriksa harus melihat apakah ucapan terjadi ketika memberi arahan, menghadapi hambatan, atau terlibat percakapan personal. Pimpinan yang merasa kewenangannya ditantang tetap harus merespons melalui perintah kedinasan yang jelas. Penyebutan hubungan dengan pejabat atau identitas suku bukan instrumen komando yang diakui. Jika terbukti digunakan untuk memperkuat tekanan, hal itu dapat menunjukkan pergeseran dari kewenangan institusional menuju penonjolan pribadi.

Tindakan arogan aparat dapat menimbulkan efek gentar yang membuat masyarakat enggan menyampaikan pendapat. Hak unjuk rasa tidak hanya dilindungi dari pembubaran tanpa dasar, tetapi juga memerlukan suasana yang memungkinkan peserta berbicara tanpa intimidasi. Polisi tetap dapat mengatur batas tempat, waktu, dan tata tertib sesuai hukum, namun cara pelaksanaannya harus menghormati martabat. Ucapan yang menantang atau merendahkan dapat dianggap mengurangi kualitas perlindungan hak, meskipun aksi secara formal tetap berlangsung.

Surya Darma, S.H. menyatakan bahwa dampak perlu dibuktikan secara konkret, misalnya apakah dialog terhenti, peserta mundur karena takut, ketegangan meningkat, atau tuntutan aksi tidak dapat disampaikan. Dampak juga dapat berbentuk hilangnya kepercayaan setelah video menyebar. Namun pemeriksa harus membedakan kritik publik yang wajar dengan akibat langsung perbuatan. Penilaian yang proporsional membantu memastikan bahwa hak kebebasan berpendapat dilindungi tanpa menghilangkan kewajiban peserta aksi menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain.

Perilaku anggota di ruang publik melekat pada citra Polri karena masyarakat sulit memisahkan pribadi dari seragam dan jabatan. Tindakan arogan dapat menurunkan kepercayaan, memperkuat stereotip penggunaan kekuasaan, dan menyulitkan petugas lain membangun kerja sama dengan masyarakat. Dampak institusional menjadi relevan dalam kode etik, terutama ketika peristiwa mendapat perhatian publik. Meski demikian, perlindungan citra tidak boleh dipahami sebagai menutup perkara. Citra justru dipulihkan melalui pemeriksaan yang jujur, putusan yang beralasan, dan perbaikan nyata.

Menurut Surya Darma, S.H., respons institusi setelah pengaduan sangat menentukan persepsi. Komunikasi yang defensif dan menyalahkan pelapor sebelum pemeriksaan dapat memperburuk keadaan. Sebaliknya, menerima laporan, menjaga proses, dan menyampaikan hasil sesuai aturan menunjukkan akuntabilitas. Dalam kasus Polda Sumut, mekanisme klarifikasi oleh Bidpropam memperlihatkan adanya ruang pengawasan internal. Hasilnya harus digunakan bukan hanya untuk menilai individu, tetapi juga untuk memperbaiki pola pengamanan dan pelatihan komunikasi agar kejadian serupa tidak berulang.

Bentuk arogansi dibuktikan melalui gabungan isi ucapan, cara penyampaian, posisi pelaku, situasi, dan dampak. Transkrip kata saja belum cukup karena makna dapat berubah oleh intonasi dan konteks. Sebaliknya, penilaian gestur tanpa rekaman perlu didukung keterangan yang konsisten. Pemeriksa dapat menyusun matriks yang membandingkan versi pelapor, saksi, anggota, serta bukti elektronik. Setiap unsur dijelaskan: apakah ada penonjolan kuasa, perendahan, intimidasi, diskriminasi, atau penyimpangan dari tujuan pengamanan. Pendekatan ini menghasilkan kesimpulan yang dapat diuji.

Surya Darma, S.H. menyampaikan bahwa bukti yang paling kuat adalah persesuaian beberapa sumber independen. Apabila dua rekaman dari sudut berbeda, keterangan perekam, dan pengakuan sebagian anggota saling mendukung, fakta menjadi lebih jelas. Jika bukti hanya satu kesaksian dan dibantah, pemeriksa perlu mencari detail pendukung seperti waktu, posisi, dan reaksi orang lain. Standar pembuktian internal tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang; keputusan tetap harus rasional dan menjelaskan mengapa suatu versi dipercaya. Ini penting karena label arogansi membawa dampak bagi nama baik anggota dan institusi.

Tidak semua pilihan kata yang kurang tepat merupakan arogansi. Kesalahan komunikasi dapat terjadi karena situasi bising, bahasa daerah, atau ketidakjelasan pesan tanpa maksud merendahkan. Arogansi lebih kuat apabila terdapat pola superioritas, penolakan mendengar, penggunaan status untuk menekan, atau sikap meremehkan yang disadari. Pembedaan ini penting agar penegakan etik tidak menjadi terlalu luas. Namun kesalahan komunikasi tetap dapat memerlukan pembinaan apabila menunjukkan kurangnya kompetensi dan menimbulkan dampak terhadap pengamanan.

Narasumber menjelaskan bahwa pemeriksa perlu melihat respons anggota setelah diberi tahu bahwa ucapannya dianggap menyinggung. Anggota yang segera menjelaskan dan meminta maaf menunjukkan sikap berbeda dari anggota yang mengulang tantangan atau merasa tidak dapat dipersoalkan. Surya Darma, S.H. juga menyebut riwayat perilaku dapat menjadi informasi pendukung, tetapi tidak boleh menggantikan bukti perkara saat ini. Tujuan akhirnya adalah menentukan respons yang tepat: pembinaan, disiplin, etik, atau proses lain, sesuai tingkat kesalahan dan akibat.

Berdasarkan analisis, bentuk tindakan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa dapat berupa arogansi verbal, nonverbal, dan penyalahgunaan posisi. Dalam studi kasus Polda Sumut, fokus pemeriksaan terletak pada dugaan ucapan yang menonjolkan hubungan dengan pejabat dan identitas suku ketika anggota menjalankan fungsi pengamanan. Ucapan tersebut harus dinilai bersama nada, gestur, situasi akses gerbang, posisi sebagai kepala pengamanan objek, respons peserta aksi, serta bukti lain yang tersedia.

Arogansi dibedakan dari ketegasan berdasarkan tujuan dan cara. Perintah yang sah tetap harus disampaikan secara profesional, proporsional, prosedural, netral, dan menghormati martabat. Penonjolan kuasa pribadi, bahasa yang merendahkan, tekanan berbasis identitas, gestur intimidatif, serta kegagalan mengendalikan emosi dapat membentuk pelanggaran etik. Penilaian tidak boleh hanya berdasarkan persepsi atau potongan kalimat, tetapi melalui persesuaian keterangan, rekaman, dokumen tugas, konteks komunikasi, dan akibat terhadap peserta aksi maupun citra institusi.

C. 
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindakan Arogansi dalam Pengamanan Unjuk Rasa

Pertanggungjawaban anggota Polri dapat muncul dalam ranah disiplin, kode etik, administrasi, perdata, atau pidana, tergantung pada sifat perbuatan. Tindakan arogan yang terutama menyangkut sikap dan ucapan pada saat bertugas paling dekat dengan disiplin dan kode etik. Namun apabila disertai ancaman, kekerasan, diskriminasi, atau penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur delik, jalur pidana dapat dipertimbangkan. Pemilihan bentuk pertanggungjawaban harus berbasis unsur dan bukti, bukan keinginan menjatuhkan sebanyak mungkin sanksi.

Surya Darma, S.H. menjelaskan bahwa satu peristiwa dapat diperiksa dalam lebih dari satu jalur, tetapi setiap jalur memiliki tujuan dan standar sendiri. Sidang etik menilai kehormatan profesi, proses disiplin menilai kepatuhan kedinasan, sedangkan pidana melindungi kepentingan hukum umum. Pemeriksa harus menghindari anggapan bahwa sanksi etik otomatis menggantikan pidana atau bahwa tidak adanya pidana berarti tidak ada pelanggaran. Pemetaan yang jelas memberi kepastian kepada pelapor dan anggota serta mencegah tumpang tindih yang tidak perlu.

Pertanggungjawaban disiplin timbul apabila anggota tidak memenuhi kewajiban kedinasan atau melakukan larangan yang ditetapkan dalam peraturan disiplin. Dalam pengamanan unjuk rasa, kewajiban tersebut meliputi memberi perlindungan dan pelayanan, menaati peraturan, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, bersikap sopan kepada masyarakat, dan menjaga kehormatan Polri. Arogansi verbal dapat menjadi pelanggaran disiplin apabila cara berkomunikasi menunjukkan ketidaksopanan, penghindaran tanggung jawab, atau tindakan yang menurunkan martabat institusi, meskipun belum mencapai pelanggaran etik berat.

Menurut Surya Darma, S.H., penanganan disiplin cocok untuk perbuatan yang jelas menyimpang dari tata tertib kedinasan tetapi dampaknya terbatas. Namun klasifikasi tidak boleh dilakukan hanya untuk menyederhanakan perkara. Jika perbuatan menyentuh integritas, hak asasi, atau kehormatan profesi dan mendapat dampak publik, mekanisme etik dapat lebih tepat. Narasumber menekankan pentingnya menjelaskan alasan pemilihan forum sehingga pelapor tidak menganggap perkara diturunkan, dan anggota tidak merasa diproses berulang tanpa dasar.

Pertanggungjawaban kode etik menilai apakah anggota menjalankan tugas secara profesional, proporsional, prosedural, bertanggung jawab, menghormati hak asasi, serta menjaga citra Polri. Standar ini lebih luas daripada larangan pidana karena profesi kepolisian menuntut kepatutan tinggi. Ucapan yang menonjolkan kuasa pribadi atau identitas kelompok dapat dinilai tercela apabila tidak sejalan dengan fungsi pelayanan dan pengamanan. Proses etik juga dapat mempertimbangkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat dan keteladanan pejabat lapangan.

Surya Darma, S.H. menjelaskan bahwa pembuktian etik tetap harus konkret. Pemeriksa menyebut kata-kata, tindakan, situasi, dan norma yang dilanggar, bukan sekadar menulis “bersikap arogan”. Jika terbukti, putusan dapat menyatakan perilaku sebagai perbuatan tercela dan menjatuhkan kewajiban meminta maaf serta pembinaan. Untuk kategori sedang atau berat, sanksi administratif dapat mengikuti. Dengan cara ini, kode etik menjadi mekanisme koreksi yang beralasan dan tidak berubah menjadi penilaian moral yang subjektif.

Pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan kedudukan jabatan, penugasan, pembinaan karier, dan tindakan kepegawaian. Perilaku tidak profesional dapat menunjukkan bahwa anggota memerlukan pembinaan, rotasi, demosi, penundaan kenaikan pangkat, atau langkah lain sesuai aturan. Tujuan administratif bukan sekadar menghukum, tetapi memastikan orang yang memegang fungsi publik memenuhi standar kompetensi dan integritas. Dalam posisi kepala pengamanan, evaluasi dapat mencakup kemampuan memimpin, berkomunikasi, dan mengendalikan personel di situasi konflik.

Narasumber menyatakan bahwa sanksi administratif harus mempertimbangkan hubungan antara perbuatan dan tugas. Apabila kelemahan utama terletak pada komunikasi lapangan, pelatihan dan evaluasi jabatan dapat lebih bermanfaat daripada sekadar teguran. Namun tindakan yang disengaja dan merusak kepercayaan dapat memerlukan demosi atau pembatasan penugasan. Surya Darma, S.H. menekankan bahwa keputusan karier harus mengikuti hasil proses yang sah agar tidak menjadi hukuman informal tanpa kesempatan membela diri.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan apabila perbuatan memenuhi rumusan tindak pidana, dilakukan dengan kesalahan, dan tidak terdapat alasan penghapus. Istilah arogansi tidak dengan sendirinya merupakan delik. Pemeriksa harus mencari apakah terdapat ancaman, penghinaan, kekerasan, diskriminasi, atau penyalahgunaan kewenangan yang secara tegas dilarang. Prinsip legalitas melindungi masyarakat sekaligus anggota dari pemidanaan berdasarkan penilaian moral semata. Karena itu, bukti dan unsur harus dianalisis secara terpisah dari pelanggaran etik.

Surya Darma, S.H. menyampaikan bahwa jika pemeriksaan internal menemukan indikasi tindak pidana, informasi dan bukti diteruskan kepada fungsi yang berwenang. Proses etik dapat berjalan sesuai aturan, tetapi tidak boleh digunakan untuk menghalangi penyidikan pidana. Sebaliknya, ketiadaan unsur pidana tidak menghentikan penilaian disiplin atau etik. Pembedaan ini penting dalam kasus ucapan, sebab kata-kata yang tidak memenuhi ancaman pidana masih dapat tidak pantas bagi aparat. Setiap jalur harus menjelaskan dasar dan batasnya.

Prinsip pertanggungjawaban individual mengharuskan setiap anggota dinilai berdasarkan peran dan perbuatannya sendiri. Kehadiran dalam satu regu tidak membuat semua anggota bertanggung jawab atas ucapan seorang pejabat. Pemeriksa harus mengidentifikasi siapa yang berbicara, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, dan apakah pihak lain memiliki kewajiban mencegah atau melaporkan. Pendekatan individual mencegah hukuman kolektif sekaligus memastikan pejabat yang memiliki kendali tidak berlindung di balik struktur.

Surya Darma, S.H. menjelaskan bahwa bukti identitas pelaku perlu jelas melalui pengakuan, rekaman, saksi, atau dokumen penugasan. Apabila ucapan dikeluarkan spontan tanpa perintah, tanggung jawab utama berada pada pengucap. Namun jika perilaku didorong atau dibiarkan oleh atasan yang hadir, tanggung jawab pengawasan dapat dianalisis terpisah. Setiap kesimpulan harus menyebut tindakan konkret dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, akuntabilitas tidak menjadi kabur karena menggunakan istilah “oknum” maupun “institusi” secara umum.

Atasan memiliki kewajiban memberi keteladanan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, dan menyelesaikan hambatan tugas. Tanggung jawab atasan tidak otomatis timbul setiap kali bawahan berbuat salah. Harus dibuktikan bahwa atasan mengetahui atau sepatutnya mengetahui risiko, memiliki kewenangan bertindak, tetapi tidak melakukan pengawasan atau koreksi yang diperlukan. Dalam pengamanan unjuk rasa, atasan lapangan juga bertanggung jawab menjaga pola komunikasi dan mencegah anggota terpancing emosi.

Menurut Surya Darma, S.H., apabila pejabat yang melakukan ucapan arogan sekaligus memimpin pengamanan, aspek kepemimpinan menjadi bagian dari penilaian. Ia tidak hanya bertanggung jawab atas kalimat pribadi, tetapi juga atas contoh yang diberikan kepada bawahan dan dampaknya terhadap operasi. Namun pemeriksa tetap harus menghindari memperluas tanggung jawab tanpa bukti. Atasan di tingkat lebih tinggi dinilai berdasarkan perencanaan, arahan, dan respons setelah mengetahui kejadian, bukan hanya karena berada dalam rantai komando.

Faktor pemberat dapat meliputi kesengajaan, pengulangan, posisi sebagai pimpinan, penggunaan identitas atau jabatan untuk menekan, dampak terhadap massa, perhatian publik, tidak adanya penyesalan, serta upaya menghambat pemeriksaan. Perbuatan di hadapan banyak orang memiliki akibat lebih luas daripada percakapan tertutup karena berpotensi memicu konflik dan merusak citra institusi. Penilaian pemberat harus didasarkan pada bukti, bukan pada kemarahan publik semata. Setiap faktor perlu dijelaskan kaitannya dengan tingkat kesalahan dan tujuan sanksi.

Surya Darma, S.H. menambahkan bahwa pejabat yang memahami prosedur pengamanan dan telah mengikuti pelatihan memiliki alasan lebih sedikit untuk menggunakan bahasa tidak profesional. Upaya menyalahkan massa tanpa mengakui bagian kesalahan juga dapat dinilai dalam sikap setelah kejadian. Namun narasumber mengingatkan bahwa perhatian media tidak boleh otomatis menaikkan kategori; yang dinilai adalah dampak nyata dan kesengajaan. Transparansi pertimbangan membuat sanksi lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Faktor meringankan dapat berupa keadaan lapangan yang sangat tegang, provokasi nyata, kelelahan, tidak adanya riwayat pelanggaran, pengakuan, permintaan maaf, kerja sama dalam pemeriksaan, serta langkah memulihkan keadaan. Faktor ini tidak menghapus pelanggaran, tetapi membantu menentukan sanksi yang proporsional. Permintaan maaf dinilai dari ketulusan dan waktu pelaksanaan; permintaan maaf yang baru muncul setelah bukti kuat tetap dapat dipertimbangkan, namun bobotnya berbeda dari koreksi spontan.

Menurut narasumber, situasi pengamanan harus dilihat secara realistis karena petugas menghadapi tekanan yang tidak selalu tampak dalam video pendek. Surya Darma, S.H. menegaskan bahwa konteks membantu memahami, bukan membenarkan. Apabila anggota dapat menunjukkan bahwa ia berusaha menjaga akses, tidak melakukan kontak fisik, dan segera menenangkan keadaan, hal itu dapat menjadi pertimbangan. Sanksi yang tepat harus mendorong perbaikan perilaku tanpa mengabaikan pesan bahwa kekuasaan publik harus digunakan dengan hormat.

Sanksi etika dapat berupa pernyataan bahwa perilaku merupakan perbuatan tercela, kewajiban meminta maaf secara lisan dan tertulis, serta mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi. Sanksi ini relevan ketika fokus pelanggaran adalah sikap dan kehormatan profesi. Permintaan maaf memiliki fungsi pemulihan, sedangkan pembinaan bertujuan memperbaiki pemahaman anggota tentang komunikasi, hak asasi, dan penggunaan kewenangan. Pelaksanaannya harus diawasi agar tidak berhenti pada dokumen administratif.

Surya Darma, S.H. menjelaskan bahwa sanksi etika bukan sanksi ringan tanpa akibat. Pernyataan perbuatan tercela memengaruhi penilaian profesional anggota dan menjadi catatan institusi. Dalam kasus ucapan arogan, permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan dapat membantu memulihkan martabat dan kepercayaan. Namun komisi perlu memastikan bentuk permintaan maaf tidak mempermalukan atau memicu konflik baru. Pembinaan sebaiknya terkait langsung dengan kelemahan yang ditemukan, seperti negosiasi, komunikasi massa, dan pengendalian emosi.

Untuk pelanggaran kategori sedang atau berat, sanksi administratif dapat meliputi mutasi bersifat demosi, penundaan kenaikan pangkat, penundaan pendidikan, penempatan pada tempat khusus, atau pemberhentian tidak dengan hormat sesuai syarat. Pemilihan sanksi harus mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak. Tindakan verbal tunggal tidak otomatis layak menerima sanksi terberat. Namun apabila disertai penyalahgunaan jabatan, dampak luas, pengulangan, atau tindak pidana, respons yang lebih berat dapat dibenarkan.

Menurut Surya Darma, S.H., proporsionalitas sangat penting karena tujuan sanksi adalah menjaga standar profesi dan mencegah pengulangan. Demosi dapat relevan apabila perbuatan menunjukkan kegagalan kepemimpinan, sedangkan penundaan pendidikan atau pangkat dapat menjadi konsekuensi bagi pelanggaran yang menuntut pembinaan. Penempatan khusus bukan pengganti pemeriksaan, melainkan bagian dari sanksi sesuai putusan. Keputusan harus menerangkan mengapa sanksi tertentu paling sesuai dibanding alternatif lain.

Proporsionalitas menuntut keseimbangan antara berat perbuatan, kesalahan, akibat, dan sanksi. Sanksi terlalu ringan dapat mengirim pesan pembiaran, sedangkan sanksi berlebihan menimbulkan ketidakadilan dan resistensi internal. Dalam perkara arogansi, komisi perlu membandingkan penonjolan kuasa, unsur diskriminatif, posisi jabatan, serta dampak terhadap hak aksi. Riwayat pelanggaran dan sikap setelah kejadian juga diperhitungkan. Putusan yang proporsional memberi kepastian bahwa standar berlaku konsisten bagi semua pangkat.

Surya Darma, S.H. menyampaikan bahwa alasan sanksi harus ditulis dengan bahasa yang dapat dipahami. Publik perlu melihat bahwa institusi tidak melindungi perilaku tercela, sedangkan anggota perlu mengetahui mengapa perbuatannya melanggar. Narasumber menilai pembinaan tanpa evaluasi tugas dapat tidak efektif, sedangkan demosi tanpa program perbaikan hanya memindahkan masalah. Karena itu, sanksi sebaiknya disertai rekomendasi pelatihan, supervisi, dan penilaian ulang sebelum anggota kembali memegang fungsi pengamanan massa.

Terduga pelanggar berhak didampingi, menyampaikan pembelaan, mengajukan bukti, menanggapi keterangan saksi, serta menggunakan mekanisme banding sesuai aturan. Hak ini memastikan komisi tidak hanya mendengar tuduhan. Dalam perkara yang berbasis ucapan, pembelaan dapat menjelaskan dialek, konteks, maksud, atau bagian rekaman yang hilang. Namun pembelaan harus diuji dan tidak otomatis menghapus dampak. Proses yang adil meningkatkan kualitas putusan sekaligus melindungi institusi dari tuduhan menghukum berdasarkan opini.

Surya Darma, S.H. menegaskan bahwa pendamping dapat membantu merumuskan isu hukum, tetapi tidak boleh mengintimidasi pelapor atau saksi. Komisi juga harus menjaga agar peserta aksi yang memberi keterangan tidak merasa berhadapan dengan institusi secara tidak seimbang. Jika banding diajukan, pemeriksaan tingkat berikutnya menilai keberatan terhadap fakta, penerapan norma, dan sanksi. Kejelasan prosedur memberi ruang koreksi dan menunjukkan bahwa akuntabilitas internal tetap tunduk pada prinsip keadilan.

Sanksi kode etik tidak menghapus tuntutan pidana atau perdata. Ketentuan ini memungkinkan satu perbuatan menimbulkan konsekuensi berbeda karena kepentingan yang dilindungi juga berbeda. Namun kumulasi bukan alasan menghukum berulang tanpa batas. Setiap proses harus memiliki dasar, unsur, dan tujuan yang jelas. Misalnya, ucapan tidak sopan dapat diproses etik; apabila sekaligus mengandung ancaman pidana, proses pidana berjalan untuk unsur ancaman. Pemisahan analisis mencegah pencampuran standar pembuktian.

Menurut narasumber, koordinasi antarunit diperlukan agar bukti tidak hilang dan keterangan tidak saling bertentangan. Surya Darma, S.H. menyatakan bahwa pemeriksa etik dapat menyerahkan indikasi pidana, sementara penyidik pidana tetap melakukan proses sesuai hukum acara. Putusan pidana yang berkekuatan tetap dapat memengaruhi kategori etik, tetapi proses internal tidak selalu harus menunggu apabila objek etik dapat dibuktikan secara mandiri. Keputusan waktu penanganan perlu mempertimbangkan keadilan dan efektivitas.

Pertanggungjawaban yang baik tidak berhenti pada sanksi, tetapi memperhatikan pemulihan. Dalam perkara ucapan arogan, pemulihan dapat berupa klarifikasi, permintaan maaf, pertemuan yang aman, atau jaminan bahwa hak menyampaikan pendapat tetap dihormati. Pemulihan tidak boleh dipakai untuk menekan pelapor mencabut pengaduan. Kesediaan berdamai dapat menjadi pertimbangan, namun standar profesi tetap perlu ditegakkan karena pelanggaran menyangkut kepentingan publik dan kepercayaan terhadap kepolisian.

Surya Darma, S.H. menjelaskan bahwa bentuk pemulihan harus disesuaikan dengan kehendak pihak yang dirugikan. Ada pelapor yang menginginkan permintaan maaf langsung, ada yang hanya meminta proses dan perbaikan. Institusi juga dapat memperbaiki komunikasi dengan organisasi pengunjuk rasa melalui forum dialog. Narasumber menilai langkah ini penting agar kasus individual tidak berkembang menjadi ketegangan antara kelompok masyarakat dan kepolisian. Pemulihan yang tulus memperkuat tujuan etik tanpa menghapus kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatan.

Peristiwa arogansi perlu menjadi bahan evaluasi pola pengamanan, bukan hanya masalah individu. Institusi dapat menilai kualitas arahan sebelum tugas, pemilihan pejabat lapangan, fungsi negosiator, rotasi personel, dokumentasi, serta mekanisme intervensi ketika anggota mulai emosional. Pelatihan teknis pengendalian massa harus disertai komunikasi, hak asasi, dan resolusi konflik. Pengawasan melalui kamera dan laporan pascakegiatan dapat membantu mendeteksi masalah sebelum menjadi pengaduan publik.

Surya Darma, S.H. merekomendasikan agar setiap pengamanan memiliki briefing yang menekankan larangan ucapan diskriminatif, penonjolan jabatan, dan perdebatan personal. Atasan harus menunjuk petugas komunikasi serta memberi jalur bagi anggota untuk beristirahat apabila kondisi emosional menurun. Setelah kegiatan, evaluasi perlu membahas bukan hanya keberhasilan menjaga objek, tetapi juga keluhan masyarakat dan perilaku personel. Pendekatan ini membuat akuntabilitas menjadi bagian dari manajemen operasi, bukan reaksi setelah perkara viral.

Berdasarkan pembahasan, anggota Polri yang melakukan tindakan arogansi dalam pengamanan unjuk rasa dapat dimintai pertanggungjawaban disiplin dan kode etik apabila perbuatannya melanggar kewajiban kedinasan, kesopanan, profesionalitas, proporsionalitas, proseduralitas, penghormatan hak asasi, atau kehormatan institusi. Sanksi etika dan administratif dipilih berdasarkan kategori pelanggaran, kesalahan, jabatan, dampak, riwayat, dan sikap setelah kejadian. Pertanggungjawaban pidana atau perdata hanya diterapkan apabila unsur masing-masing terpenuhi.
Pertanggungjawaban harus bersifat individual dan dijatuhkan melalui proses yang adil, dengan hak pembelaan serta banding. Atasan dapat dimintai tanggung jawab atas kegagalan pengawasan yang terbukti, tetapi tidak otomatis menanggung seluruh perbuatan bawahan. Penyelesaian juga harus mencakup pemulihan pihak yang dirugikan dan perbaikan kelembagaan melalui pelatihan komunikasi, evaluasi pimpinan lapangan, dokumentasi, supervisi, dan penguatan fungsi negosiator. Kombinasi sanksi yang proporsional dan pembenahan sistem menjadi cara paling tepat menjaga profesionalitas Polri.
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